
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya

kepada DPRD sesuai waktu yang ditentukan oleh
peraturanperundang-undanganuntuk

memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diajukan merupakan perwujudan dari Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan   Negara   (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  6,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor  7,  Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor  58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13.Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor  10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3373);



14.Peraturan Pemerintah Nomor  109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15.Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2004

tentang  Kedudukan Protokoler  dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara   Republik  Indonesia  Nomor   4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor  24 Tahun 2004  tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

16.Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

• Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005

tentang  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2012  tentang  Perubahan  Atas     Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang  Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

19.Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20.Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun 2007
tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21.Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2010
tentang   Standar   Akuntansi   Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor  30 Tahun 2011

tentang  Pinjaman  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2011  Nomor  59,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia

Nomor 5219);
23.Peraturan Pemerintah Nomor  2  Tahun 2012

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor  5,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
25.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2007 tentang Tata Cara Evaluasi  Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2007 tentang Tata  Cara Evaluasi  Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  Aggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri  Nomor  13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020j

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 sebagai berikut:
1.Pendapatan DaerahRpl.155.619.831.911,00
2.BelanjaRpl.197.491.788.451,00

Surplus/ (Defisit)    (Rp  41.871.956.540,00)

3.Pembiayaan Daerah
a.PenerimaanRp   41.871.956.540,00
b.PengeluaranRp0,00

Pembiayaan Netto Rp   41.871.956.540,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
a.PendapatanAsliDaerahsejumlah

RplO9.349.545.091,00
b.DanaPerimbangansejumlah

Rp841.677.238.000,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

Rp204.593.048.820,00
(2)Pendapatan Asli  Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.Pajak Daerah sejumlah Rpl 1.452.226.664,00
b.Retribusi Daerah sejumlah Rp3.807.113.900,00
c.Hasil   Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang

Dipisahkan sejumlah Rp7.616.554.261,00
d.Lain-lain Pendapatan Asli  Daerah sejumlah

Rp86.473.650.266,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari:



a.Bagi  Hasil  Pajak/Bagi  Hasil  Bukan  Pajak
sejumlah Rp32.001.875.000,00

b.DanaAlokasiUmumsejumlah
Rp606.854.762.000,00

c.DanaAlokasiKhusussejumlah

Rp202.820.601.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari:
a.PendapatanHibahsejumlah

Rp49.525.654.000,00
b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah

Rp42.362.987.820,00
c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

Rpl 12.704.407.000,00

Pasal 3

(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
2 terdiri dari:
a.BelanjaTidakLangsungsejumlah

Rp656.280.367.775,00
b.BelanjaLangsungsejumlah

Rp541.211.420.676,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.Belanja Pegawai sejumlah Rp466.300.319.193,00
b.Belanja Hibah sejumlah Rp46.220.374.826,00
c.BelanjaBantuanSosialsejumlah

Rp800.000.000,00
d.BelanjaBagiHasilkepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
sejumlah Rpl.525.934.056,00

e.BelanjaBantuanKeuangankepada

Provinsi/Kabupaten/Kota   dan  Pemerintahan
Desa sejumlah Rp 137.433.739.700,00

f.BelanjaTidakTerdugasejumlah
Rp4.000.000.000,00

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari:
a.Belanja Pegawai sejumlah Rp35.822.640.896,00
b.Belanja   Barang    dan   Jasa   sejumlah

Rp283.622.660.118,00
c.Belanja Modal sejumlah Rp221.766.119.662,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
a.Penerimaan  Pembiayaan  Daerah  sejumlah

Rp41.871.956.540,00
b.Pengeluaran  Pembiayaan  Daerah  sejumlah

Rp0,00
(2)Penerimaan  Pembiayaan  Daerah  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)  huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya sejumlah Rp41.871.956.540,00;



(3) Pengeluaran  Pembiayaan  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah Rp0,00
b.Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Tahun

Berkenaan sejumlah Rp0,00

Pasal 5

(1)Belanja tidak terduga  merupakan pengeluaran
anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi  sebelumnya serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas  Penerimaan Daerah

tahun-tahun sebelumnya.
(2)Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana

dimaksud  pada  ayat    (1)    tidak  mencukupi,
menggunakan:
a.dana dari  hasil  penjadwalan ulang capaian

Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran

Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b.memanfaatkan kas yang tersedia.
(3)Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) huruf  a
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan
DPA SKPD.

(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;
b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan atau
c.kerusakan  sarana/prasarana   yang   dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
a.kebutuhan daerah dalam rangka  Pelayanan

Dasar masyarakat yang  anggarannya  belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b.Belanja Daerah yang bersifat  mengikat  dan
belanja yang bersifat wajib;

c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(6)Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang
belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih

dahulu dalam RICA SKPD, kecuali untuk kebutuhan
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa.

(7)Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik  sosial,  dan/atau  kejadian  luar  biasa



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2020.

12.Lampiran XII

13.Lampiran XIII

9.Lampiran IX

10.Lampiran X

11.Lampiran XI

Lampiran VII
Lampiran VIII

6. Lampiran VI

5.  Lampiran V

4.  Lampiran IV

3.  Lampiran III

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(8) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak
cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih

dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA

SKPD.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri

dari:
Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD menurut Urusan
PemerintahanDaerahdan

Perangkat Daerah;
Rincian  APBD menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan,Belanjadan

Pembiayaan;
Rekapitulasi  Belanja   menurut
Urusan   Pemerintahan  Daerah,
Perangkat  Daerah,  Program dan

Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan   dan   Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
Daftar   Jumlah   Pegawai   per
Golongan dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Inventaris

Daerah);
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;
Daftar  Kegiatan-kegiatan  Tahun

Anggaran Sebelumnya yang belum
Diselesaikan  dan  Dianggarkan
Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar   Pinjaman  Daerah  dan
Obligasi Daerah.

Lampiran I
Lampiran II



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT %O TAHUN 2019
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ATEN DOMPU,

Diundangkan di Dompu
pada tang

SEKRETA

H. BAMBANG M. YASIN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal XI September 2019

BUPATI DOMPU,

•         •<•



Halaman 1

H. BAMBANG M. YASIN

BUPATI DOMPU
27 September 2019

0,00

41.871.956.540,00

0,00

0,00

41.871.956.540,00

41.871.956.540,00

(41.871.956.540,00)

221.766.119.662,00
283.622.660.118,00
35.822.640.896,00

541.211.420.676,00

4.000.000.000,00
137.433.739.700,00

1.525.934.056,00
800.000.000,00

46.220.374.826,00
466.300.319.193,00

656.280.367.775,00

1.197.491.788.451,00

112.704.407.000,00
42.362.987.820,00
49.525.654.000,00

204.593.048.820,00

202.820.601.000,00
606.854.762.000,00

32.001.875.000,00

841.677.238.000,00

86.473.650.266,00
7.616.554.261,00
3.807.113.900,00

11.452.226.664,00

109.349.545.091,00

1.155.619.831.911,00
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JUMLAH

DOMPU,

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH

Belanja Modal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Hibah
Belanja Pegawai

BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Hibah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Umum

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

DANA PERIMBANGAN

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan Pajak Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN

2

URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
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Lampiran I  Peraturan Daerah
Nomor  : 10 Tahun 2019
Tanggal  : 27 September 2019


